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Pasal 16 Perjanjian Kredit Umum (KMK)

KUASA BNI ATAS REK ENERIMA KREDIT

PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan %’k da BNI, kuasa mana merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, an berakhir oleh sebab-sebab apa pun, termasuk
akan tetapi tidak terbatas pada sebab-se y itentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal
1816 Kitab Undang-undang Hukum ata'Republik Indonesia, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan
persetujuan terlebih dahulu dari P REDIT untuk membebani dan/atau mendebet Rekening
Afiliasi dan/atau Rekening Pinjaman ‘dan/atau rekening lain milik PENERIMA KREDIT yang ada pada
BNI, termasuk memindahbukukan danadari Rekening Afiliasi ke rekening gjhak ketiga atau rekening lain
yang ditunjuk yang terdapat di BNI dan membayar [Baki Debet/Angsuran]'®, Bunga, Tunggakan, Denda,
Denda Tunggakan, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang Agunan, dan biaya [¢]'”", yang timbul
karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit.

Pasal 19 Perjanjian Kredit Umum (KMK)

Pasal 19
ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN

Agar dipilih salah satu dari alternatif di bawah ini :

Alternatif | :
Dalam hal kredit diberikan dengan Agunan

(1) Selama Kredit berjalan, barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikan oleh
PENERIMA KREDIT kepada perusahaan asuransi rekanan BNI| terhadap risiko kerugian yang
macam risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh BNI. Di dalam perjanjian asuransi (polis)
harus dicantumkan klausul sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak
perusahaan asuransi akan dibayarkan langsung kepada BNI untuk diperhitungkan dengan seluruh
jumlah Utang PENERIMA KREDIT kepada BNI (Banker's Clause).

(2) Premi asuransi atas barang-barang Agunan s b
dibayar lunas oleh PENERIMA KREDIT ses&

Jaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus
gan ketentuan pembayaran premi sebagaimana
diatur dalam perjanjian asuransi (polis) a h perjanjian asuransi (polis) wajib diserahkan

oleh PENERIMA KREDIT kepada BNI

(3) Keterangan mengenai barangshar
waktu serta perusahaan asuransi
Lampiran V Perjanjian Kredit ini
terpisahkan dari Perjanjian Kredit'ini

unan yang diasuransikan, macam risiko, nilai dan jangka
enutup asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam
ar Asuransi) yang merupakan satu kesatuan yang tidak
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4)

)

Bila PENERIMA KREDIT tidak atau terlambat menutup asuransi atau perpanjangan asuransi
terhadap barang-barang Agunan, guna melindungi barang-barang Agunan, BNI berhak akan tetapi
tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan
terlebih dahulu kepada PENERIMA KREDIT, menunjuk perusahaan asuransi rekanan BNI, menutup
asuransi atas beban PENERIMA KREDIT, dan menentukan macam risiko asuransi yang harus
ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA KREDIT dengan ini
memberikan kuasa kepada BNI, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang
ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Republik Indonesia. Dalam hal BNl menanggung biaya asuransi, termasuk premi asuransi,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, BNI berhak untuk meminta penggantian atas biaya
asuransi tersebut kepada PENERIMA KREDIT dan PENERIMA KREDIT wajib mengganti biaya
asuransi tersebut kepada BNI.

Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDIT wajib mengajukan pembayaran
ganti rugi (klaim) kepada perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian asuransi (polis). Apabila
PENERIMA KREDIT tidak mengajukan pembayaran ganti rugi (klaim) asuransi sedangkan BNI
memandang perlu mengajukan pembayaran ganti rugi (klaim) tersebut, maka pengajuan
pembayaran ganti rugi (klaim) tersebut dapat diajukan oleh BNI atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh
BNI dan untuk itu PENERIMA KREDIT wajib memenuhi segala persyaratan pengajuan ganti rugi
(klaim) (termasuk untuk melengkapi dokumen yang diperlukan). PENERIMA KREDIT dengan ini
memberi kuasa kepada BNI, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814

'28 Klausul Ini dicantumkan dalam hal telah terdapat perusahaan asuransi rekanan BNI yang ditunjuk.

Alternatif Il :
Dalam hal kredit diberikan tanpa disertai dengan Agunan

(1)

(2

@)

dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia, untuk sewaktu-waktu
tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan ganti rugi
(klaim) kepada perusahaan asuransi untuk digunakan sebagai pembayaran Utang yang timbul
karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk
melakukan pengurusan pengajuan ganti rugi (klaim) tersebut.

Dalam hal BNI sewaktu-waktu mensyaratkan ada
PENERIMA KREDIT waijib dengan segera me
diasuransikan kepada perusahaan asuran
risiko, nilai dan jangka waktunya diten

a penyerahan Agunan selama Kredit berjalan,
1suransikan barang-barang Agunan yang dapat
ekanan BNI terhadap risiko kerugian yang macam

ABNL. Di dalam perjanjian asuransi (polis) harus

dicantumkan klausul sedemikian ru a |ka ada pembayaran ganti rugi dari Pihak
perusahaan asuransi akan dibaya lan, g kepada BNI untuk diperhitungkan dengan seluruh
jumlah Utang PENERIMA KR! a NI (Banker's Clause).

Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus
dibayar lunas oleh PENERIMA KREDIT sesuai dengan ketentuan pembayaran premi sebagaimana
diatur dalam perjanjian asuransi (polis) dan asli seluruh perjanjian asuransi (polis) wajib diserahkan
oleh PENERIMA KREDIT kepada BNI.

Bila PENERIMA KREDIT tidak atau terlambat menutup asuransi atau perpanjangan asuransi
terhadap barang-barang Agunan, maka untuk melindungi barang-barang Agunan, BNI berhak akan
tetapi tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan dan/atau
pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA KREDIT, menunjuk perusahaan asuransi
rekanan BNI, menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan menentukan macam risiko
asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA
KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BNI, kuasa mana merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena
sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata Republik Indonesia. Dalam hal BNl menanggung biaya asuransi sebagaimana
dimaksud dalam ayat ini, BNI berhak untuk meminta penggantian atas biaya asuransi tersebut
kepada PENERIMA KREDIT dan PENERIMA KREDIT wajib mengganti biaya asuransi tersebut
kepada BNI.
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&)

4)

undang Hukum Perdata Republik Indonesia, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan
terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan ganti rugi (klaim) kepada perusahaan
asuransi untuk digunakan sebagai pembayaran Utang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan
Perjanjian Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan pengajuan ganti
rugi (klaim) tersebut.

PENERIMA KREDIT wajib mengasuransikan setiap aset miliknya yang dapat diasuransikan kepada
perusahaan asuransi atas setiap risiko yang muncul atas aset dengan nilai pertanggungan minimal
sama dengan nilai pertanggungan yang secara umum dilakukan oleh PENERIMA KREDIT
sebelumnya atau dengan nilai pertanggun yang sewajamya dilakukan dalam praktik
perasuransian dengan mempertimbangkarxnil&ersebut.

Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDIT wajib mengajukan pembayaran
ganti rugi (klaim) kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak
mengajukan pembayaran ganti rugi (klaim) sedangkan BNl memandang perlu mengajukan
pembayaran pembayaran ganti rugi (klaim) tersebut, maka pengajuan pembayaran ganti rugi
(klaim) tersebut dapat diajukan oleh BNI atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BNI dan untuk itu
PENERIMA KREDIT wajib memenuhi segala persyaratan pengajuan ganti rugi (klaim) (termasuk
untuk melengkapi dokumen yang diperlukan) dan dengan ini memberi kuasa kepada BNI, kuasa
mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan berakhir
oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-

Pasal 26 Perjanjian Kredit Umum (KMK)

(M

v

PENGALIHAN KREDIT

BNI setiap saat, karena alasan apapun bgrd pertimbangan sendiri dari BNI, berhak untuk
mengalihkan seluruh atau sebagian tagihan{pi NI kepada PENERIMA KREDIT yang timbul
berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepadaspi yang ditetapkan oleh BNI tanpa memerlukan
persetujuan apapun dari PENERIMA ., dan oleh karenanya, untuk keperluan tersebut
PENERIMA KREDIT dengan ini ménye dan memberikan kewenangan kepada BNI untuk

memberikan setiap data danfg

g ‘informasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang
dibutuhkan dalam rangka pengal ers

sebut, kepada pihak yang berminat.

Dalam hal BNI melakukan pengalihan tagihan/piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
maka BNI akan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada PENERIMA
KREDIT.

Pasal 28 Perjanjian Kredit Umum (KMK)

(1)

Pasal 28
KEWENANGAN BNI DALAM RANGKA PENGAWASAN,
PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT

Dalam rangka pengawasan, BNI berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala terhadap penggunaan Kredit
oleh PENERIMA KREDIT.
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(©)}

(4)

b. Meminta keterangan tentang PENERIMA KREDIT baik secara langsung maupun melalui pihak
lain.

c. Meminta salinan catatan pembukuan PENERIMA KREDIT.
d. Memeriksa objek-objek usaha PENERIMA KREDIT.

e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan dan/atau
memberikan rekomendasi/masukan berkaitan dengan pengelolaan PENERIMA KREDIT
dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Kredit.

Dalam rangka penyelamatan dan penyele:
oleh BNI, berwenang melakukan hal-hal se!

dit, BNI, kuasanya dan/atau pihak yang ditunjuk
ut:

a. Melakukan tindakan-tindakan seb. @a imaksud pada ayat (1) Pasal ini.
b. Menempatkan petugas vy it&BNI pada PENERIMA KREDIT.'”
c. Menugaskan suatu konsultap atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan pada PENERIMA

KREDIT, bila menurut rtimbangan BNI, PENERIMA KREDIT sudah diragukan
kemampuannya untuk melunasi Kredit."”®

d. Sewaktu-waktu BNI dapat mengambil alih manajemen PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-
tindakzw‘ lain, bilamana PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemampuannya untuk melunasi
Kredit.

e. Melakukan penyertaan modal sementara pada PENERIMA KREDIT dengan mengonversikan
jumlah Utang.

f. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan pelunasan Utang, apabila
dianggap periu oleh BNI.

g. Memasuki lokasi Agunan, gedung, bangunan, kantor, ruangan dan/atau pekarangan
PENERIMA KREDIT untuk melakukan pemeriksaan atas Agunan, buku-buku, catatan-catatan
atau dokumen lain milik PENERIMA KREDIT dan melakukan pemasangan tanda-tanda dalam
bentuk apapun pada Agunan untuk menunjukkan kepentingan BNI atas Agunan, dan

PENERIMA KREDIT setuju bahwa tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan
memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin (penyerobotan atau act of trespass)."”*

h. Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak yang dimiliki BNI selaku pemegang hak jaminan
atas Agunan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Perjanjian Kredit, termasuk namun tidak
terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMA KREDIT berikut Agunannya di media massa
dan/atau dalam bentuk lainnya yang dianggap periu oleh BNI, PENERIMA KREDIT dengan ini
memberikan kuasa kepada BNI yang tidak dapat dicabut kembali berdasarkan ketentuan Pasal
1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk dapat
melakukan eksekusi atas Agunan.

i'samping hak yang dimiliki BNI sebagaimana
keperluan penyelesaian Kredit berdasarkan
REDIT cedera janji (wanprestasi), PENERIMA
kepada BNI yang tidak dapat dicabut kembali

i. Melakukan penjualan Agunan di Iuar’
dimaksud ayat (2) huruf h Pasal_igi
ketentuan Pasal ini, apabila P
KREDIT dengan ini memberil
berdasarkan ketentuan P
Perdata, untuk dapat melal ualan Agunan di luar lelang.

j. Melakukan tindakan-tindakamydan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap periu oleh BNI
sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh BNI
maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BNI, termasuk namun tidak terbatas untuk
mengalihkan tagihan/piutang BNI yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Perjanjian Kredit tanpa diperlukannya suatu
persetujuan dari PENERIMA KREDIT.

Sehubungan dengan kewenangan BNI sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka
PENERIMA KREDIT memberikan persetujuan kepada BNI untuk mendapatkan, mempergunakan
dan/atau memberikan data dan/atau informasi PENERIMA KREDIT kepada pihak ketiga yang
bekerja sama dengan BNI dalam rangka pengawasan, penyelamatan maupun penyelesaian Kredit.

PENERIMA KREDIT dengan ini membebaskan BNI, Direktur, Komisaris, pegawai dan/atau setiap
pihak yang ditunjuk oleh BNI dari setiap klaim, tuntutan, gugatan, pelaporan dan/atau tindakan
sejenis lainnya, baik yang bersifat perdata maupun pidana sehubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewenangan BNI berdasarkan ketentuan Pasal 28 Perjanjian Kredit ini.
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